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1. Tujuan

Memastikan proses pengeluaran keuangan yang bersumber APBD sesuai dengan
ketentuan penatausahaan keuangan yang bertaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. RuangLingkup

Prosedurpengeluaran keuangan meliputipembuatankwitansi dan dokumen pendukung
pengeluaran agar sesuai dengan aturan pengeluaran yang dapat dibayarkan serta
dipertanggungjawabkan.

3. Referensi

3.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 2005.

3.5. Undang Nornor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Oaerah.

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.8. Keppres Nomor 54 Tanun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

3.9.

3.11.Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Keuangan Oaerah.

3.12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSJ Prof. HB. ,aart_ ',~j~,
~ . . T"'" ','i "',; ".' '. <,',.,
i..3.13.Rencana Be/anJaAnggaran Tahun Berjalan

3.14.Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok­
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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3.15.Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggl7 September 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

3.16.Peraturan Gubemur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

3.17.Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisas; dan Tata Kerja RSJ Prof. HB. Saanin
Padang.

3.18.Pergub Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standar Anggaran Bieya 2012 atau selanjutnya
Pergub tentang Standar Anggaran Biaya Tahun Berjalan.

3.19.Peraturan Gubemur Nomar 6 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah
Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

3.20.Peraturan Gubemur Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan SOP

3.21.Keputusan gubemur Nornar tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang. Penandatanganan SPM. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA).
Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pejabat Penata
Usahaan Keuangan (PPK). Bendahara Pengeluaran. Bendahara Penerimaan RSJ
Prof. HB. Saanin Padang Tahun berjalan.

4. Definisi

4.1. Pengeluarsn adatah serangkaian keglatanpencairankeuangan yang meliputi
pempelanjaan langsung dan pembelanjaan tidak langsung dokumen pelaksanaan
an9garan.

5. Prosedur

5.1. TanggungJawab

5.1.1. Tanggungjawab untukmemastikan prosedur/pengeluaran keuanganRBA
telahdilaksanakandenganbaikdan sesuai denganperundang-undangan sehingga
bisa dilakukan pengeluaran keuangan terletak pada Kabag. Keuangan.

5.1.2. Tanggung jawab operasional pengeluaran keuangan terletak pada Kasubag.
Anggaran dan perbendaharaan.

5.1.3. Tanggung jawab pengelolaan pengeluaran keuangan terletak pada Bendahara
Pengeluaran.



5.3.4. Dokumen pengeluaran diparaf oleh Kasubag Anggaran dan perbendaharaan

5.3.5. Bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen ke Subbagian Akuntansi dan
Venfikasi untuk di verifikasi

5.3.6. Bendahara pengeluaran menenma dokumen pengeluaran yang telah diverifikasi
dan subbgian Akuntansi dan Varifikasi

5.3.7. Dokumen pengeluaran yang telah divenflkasi diparaf.oIeh Kabag ~uaDQi '-
ditandatangani oleh PPTK, KPA, Bendahara Peogeluaran daISLp,iha~. ~,
ketigalpenerima pembayaran J:< ~_l-fB St~A. IN

5 3.8 ~ ""':~": ==~o:.,m::.:·tu-.bek.....•IanJ8 l~ng¥a1 08
dibayarkan langsung oleh bendahara pengeluaran k i ~,r~" "a 'f.:31 (¥~,j

5.3.9. Dokumen pengeluaran dilakukan entry data kedalam SiPKO'·1tt, '
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5.2. Umum

Kegiatan penatausahaanpengeluaran keuangan dllaksanakan secara berurutan sesuai
prosedur dan dokumen pendukung.

5.2.1 Bukti suatu dokumen pengeluaran keuangan telah memenuhi ketentuan ditandai
dengan diparaf OIeh Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan, Kabag
keuangandan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna
Anggaran serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

5.3. Proses Penatausailaan Pengeluaran anggeran

5.3.1. PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS dan non LS untuk pe09adaan barang dan
jasa untuk disampaikan kepada bendahara pe0getuaran

5.3.2. Pembantu bendahara pembuatgaji menyerahkan dokumen SPP-LS belanja tidak
langsung pegawal kepada bendahara pengeluaran

5.3.3. Bendahara pengetuaran menerima kelengkapan dokumen kemudian
membuatkwitansi yang dibantu oIeh pembantu bendahara pembuat dokumen

5.3.10. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan dan menyimpan serta
mengarsipkan di Subag. Anggaran dan Perbendaharaan.
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6. Lampiran

6.1. Fonn SPJ Pengeluaran Keuangan

6.2. Kwitansi

6.3. Form SPP

6.4. Fonn Pajak

6.5. Fonn Buku Kas Umum Pengeluaran
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